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ABSTRACT 
This study aimed to examine the effect of education, training, workload, work experience and understanding of government 
accounting standards on the ability to prepare financial statements by Financial Administration Officer (PPK) in the working 
Unit of the Local Governments of North Aceh Regency either simultneously or partially. The population in this study were 63 
respondents including the Financial Administration Officer (PPK) in SKPD in North Aceh regency.. Data used in this study 
were primary data through questionnaires. Data analysis method used was multiple linear regression analysis. The results 
showed that education, training, workload, work experience and understanding of government accounting standards influenced 
the ability to prepare the financial statements by Financial Administration Officer (PPK) either simultaneously or partially  on 
SKPD in North Aceh regency government environment. Thus, all the results of this study support the hypothesis. 
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Salah satu pilar tegaknya perekonomian suatu 
negara adalah adanya akuntabilitas dari para 
pemangku kekuasaan di pemerintahan (Nugroho, 
2012). Hal ini tercermin dari akuntabilitas laporan 
keuangan masing-masing institusi, baik 
Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah 
Daerah (BPPK, 2013). Hal tersebut dikarenakan 
laporan keuangan merupakan bentuk 
pertanggungjawaban pemerintah terhadap 
pengelolaan keuangannya (Mahmudi, 2010) dan 
berperan sebagai media untuk 
mempertanggungjawabkan kinerja keuangan 
kepada publik (Setyowati dan Isthika, 2014). 
Selanjutnya, terhadap laporan keuangan 
tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk 
memberikan keyakinan yang memadai 
(reasonable assurance) bahwa laporan keuangan 
telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang 
material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang 
berlaku umum di Indonesia untuk selanjutnya 
memberikan pendapat/opini atas kewajaran 
informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 
keuangan (BPK 2013).  
Terkait capaian opini atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Aceh 
Utara sejak tahun 2009 sampai dengan 2014 yang 
belum optimal (belum WTP), dimana pada tahun 
2009-2010 memperoleh opini TMP dan pada 
tahun 2011-2014 memperoleh opini WDP, Badan 
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tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan 
pendapat/opini atas laporan keuangan, sedangkan 
penyusunan dan penyajian laporan keuangan 
adalah tanggung jawab entitas (BPK, 2013). 
Demikian juga halnya dengan Kabupaten Aceh 
Utara sebagai pihak yang bertanggung jawab 
untuk menyusun dan menyajikan laporan 
keuangannya. 
Penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh 
PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan,) dalam 
penyusunan laporan keuangan diperlukan 
kemampuan untuk menunjukkan potensi individu 
baik dalam kondisi fisik dan mental yang dimiliki 
masing-masing individu untuk melaksanakan 
pekerjaan (Kreitner, 2005). Kemampuan seorang 
PPK yang kompeten sangat mendukung dalam 
menghasilkan LKPD yang Optimal.  
Menurut Muzahid (2014) terdapat banyak 
faktor yang mempengaruhi kemampuan 
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 
antara lain tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, 
dan lama pengalaman kerja. Menurut Ibrahim dan 
Sari (2014) faktor yang mempengaruhi 
kemampuan penyusunan laporan keuangan 
pemerintah daerah antara lain pendidikan, 
pelatihan, komitmen pimpinan, ketersediaan 
peraturan, dan perangkat pendukung. Menurut  
Wiraputra (2014) terdapat banyak faktor yang 
mempengaruhi kemampuan penyusunan laporan 
keuangan pemerintah daerah antara lain latar 
belakang pendidikan, dan pemahaman standar 
akuntansi. 
Berdasarkan observasi dan wawancara kepada 
beberapa narasumber di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Aceh Utara, faktor pendidikan, 
pelatihan, beban kerja, pengalaman kerja, dan 
pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP) merupakan faktor yang sangat penting 
diperhatikan dalam rangka memberikan kontribusi 
pada peningkatan kemampuan penyusunan laporan 
keuangan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan 
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. 
Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh 
Utara mengingat belum optimalnya opini atas 
LKPD yang dicapai Pemerintah daerah Kabupaten 
Aceh Utara. Penelitian ini merupakan ekstensi 
(perluasan) dari penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Wokas (2013). Adapun yang 
membedakan penelitian ini dengan penelitian 
sebelumnya terletak pada tahun penelitian dan 
variabel penelitian.  
Penelitian ini menambah tiga variabel yaitu 
beban kerja, pengalaman kerja dan pemahaman 
SAP, sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak 
menggunakan variabel tersebut. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji 
pengaruh pendidikan, pelatihan, beban kerja, 
pengalaman kerja, dan pemahaman Standar 
Akuntansi Pemerintahan baik secara bersama-
sama (simultan) maupun secara terpisah (parsial) 
terhadap kemampuan penyusunan laporan 
keuangan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan 
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.. 
 
2. Kerangka Teoretis 
Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan 
Kemampuan menunjukkan potensi individu 
dan berhubungan erat dengan kondisi fisik dan 
mental yang dimiliki masing-masing individu 
untuk melaksanakan pekerjaan (Kreitner, 2005). 
Dengan kemampuan yang dimilikinya, seseorang 
akan lebih mudah dalam menyelesaikan setiap 
pekerjaan secara efektif dan efisien sehingga 
mampu menghasilkan suatu pekerjaan atau kinerja 
yang baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 71 Tahun 2010 yang menjadi tanggung 
jawab penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan berada pada pimpinan entitas. Laporan 
keuangan disusun untuk menyediakan informasi 
yang relevan mengenai posisi keuangan dan 
seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 
pelaporan selama satu periode pelaporan. 
Laporan keuangan disusun untuk 
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posisi keuangan dan seluruh transaksi yang 
dilakukan selama satu periode pelaporan berperan 
sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan 
negara (Penjelasan PP 71 tahun 2010),  menurut 
PP 71 tahun 2010 laporan keuangan harus 
memperhatikan karakteristik kualitatif yang akan 
disajikan dalam laporan keuangan tersebut, yaitu: 
Relevan, Andal, Dapat dipahami, Dapat 
diperbandingkan. Keempat karakteristik tersebut 
merupakan prasyarat normatif yang diperlukan 
suatu laporan keuangan pemerintah agar 
memenuhi kualitas yang dikehendaki.  
Kemampuan penyusunan laporan keuangan 
adalah potensi yang dimiliki seseorang dalam 
menyusun laporan yang terstruktur mengenai 
posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang 
dilakukan oleh suatu entitas. Indikator 
kemampuan penyusunan laporan keuangan: 
- Kemampuan menyelesaikan laporan keuangan 
secara tepat waktu 
- Kemampuan mengoperasikan sistem aplikasi 
keuangan daerah 
- Kemampuan untuk memverifikasi bukti 
transaksi dengan benar 




Menurut Ranupandojo (2002), pendidikan 
adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan 
pengetahuan umum seseorang termasuk di 
dalamnya peningkatan penguasaan teori dan 
ketrampilan memutuskan terhadap persoalan-
persoalan yang menyangkut kegiatan perusahaan 
dalam mencapai tujuannya.  
Pendidikan menunjukkan derajat 
intelektualitas seseorang, semakin tinggi 
pendidikan maka semakin tinggi pengetahuan dan  
intelektualitas seseorang. Ibrahim dan Sari (2014) 
mengemukakan bahwa pendidikan mampu 
mempermudah proses penyusunan laporan 
keuangan. Pendidikan aparatur diperlukan oleh 
setiap organisasi untuk meningkatkan kapasitas 
kerjanya mengingat ilmu dan teknologi terus 
berkembang, yang berpengaruh pada metode atau 
cara kerja dan alat/sarana yang diperlukan 
(Nawawi dan Martini, 1990).  
Melalui pendidikan, penyusun laporan 
keuangan dapat meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan dalam rangka melaksanakan tugas 
dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari 
pengelola keuangan, dalam hal ini menyusun 
laporan keuangan SKPD. Ibrahim dan Sari (2014) 
mengemukakan bahwa pendidikan mampu 
mempermudah proses penyusunan laporan 
keuangan. Indikator pendidikan berdasarkan 




Menurut Mathis dan Jackson (2006), 
pelatihan merupakan suatu proses dimana orang-
orang mendapatkan kapabilitas/ kemampuan untuk 
membantu pencapaian tujuan organisasi. Lebih 
lanjut mereka menguraikan indikator dari 
pelatihan, yaitu: Intensitas Mengikuti pelatihan, 
Jenis pelatihan yang diikuti, Materi pelatihan, dan 
Tingkat pemahaman peserta terhadap pelatihan. 
Pelatihan yang diberikan kepada Pejabat 
Penatausahaan Keuangan akan meningkatkan 
kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan 
dalam kemampuan penyusunan laporan keuangan. 
Pejabat Penatausahaan Keuangan yang sering 
mengikuti pelatihan akan lebih berpengalaman 
dalam meningkatkan kemampuan kerjanya dan 
peka terhadap perubahan teknologi.  Hal tersebut 
sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Dahlia (2014) yang mengemukakan bahwa 
pelatihan mampu mempermudah proses 
penyusunan laporan keuangan. 
 
Beban Kerja 
Beban kerja (workload) adalah sekumpulan 
atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan 
oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan 
dalam jangka waktu tertentu (Soeprihanto, 2003). 
beban kerja yaitu sekumpulan tugas/pekerjaan 
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norma waktu yaitu waktu yang wajar dan nyata-
nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi 
normal oleh seorang pemangku jabatan untuk 
menyelesaikan satu tahapan proses penyelesaian 
pekerjaan (Permendagri Nomor 12 Tahun 2008). 
Robbins (2008) menyatakan bahwa positif 
negatifnya beban kerja merupakan masalah 
persepsi. Beban kerja meliputi indikator-indikator 
sebagai berikut: Norma waktu, Volume kerja, dan 
Jam kerja efektif. Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Nasution (2010) memberikan gambaran 
bahwa beban kerja berpengaruh negatif terhadap 
peningkatan  kemampuan auditor dalam 
mendeteksi gejala-gejala kecurangan. Selain itu, 
Gultom (2014) yang mengemukakan bahwa beban 
kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas penyajian laporan keuangan. 
 
Pengalaman Kerja 
Menurut Foster dan Seeker (2001) 
pengalaman kerja adalah lamanya seseorang 
melaksanakan frekuensi dan jenis tugas sesuai 
dengan kemampuannya. Lebih lanjut Foster dan 
Seeker memberikan indikator untuk menentukan 
pengalaman kerja seorang pegawai, yaitu : Lama 
waktu/ masa kerja dan penguasaan terhadap 
pekerjaan dan peralatan.  
Dari uraian tersebut dapat diketahui, bahwa 
seorang pekerja yang berpengalaman akan 
memiliki gerakan yang mantap dan lancar, lebih 
cepat menanggapi tanda-tanda, dapat menduga 
akan timbulnya kesulitan sehingga lebih siap 
menghadapinya, dan bekerja dengan tenang serta 
mempunyai kemampuan jasmani, memiliki 
pengetahuan dan keterampilan untuk bekerja. Hal 
tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang 
dilakukan Nastiti dan Pratiwi (2014) serta 
penelitian yang dilakukan oleh Kholiq (2014) 
yang menyimpulkan bahwa pengalaman kerja 
berpengaruh signifikan terhadap kemampuan 




Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan 
dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintah. Standar Akuntansi 
Pemerintahan ditetapkan oleh pemerintah melalui 
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan 
pada pemerintah Kabupaten Aceh Utara SAP ini 
diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Utara No 31 
Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara merupakan 
pedoman bagi pemerintah Kabupaten Aceh Utara 
dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah 
yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi 
Anggaran, Laporan perubahan saldo anggaran 
lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus 
Kas, Laporan perubahan ekuitas dan Catatan atas 
Laporan Keuangan. 
Dalam rangka pemahaman terhadap SAP, 
pengelola keuangan daerah dalam hal ini penyusun 
laporan keuangan SKPD harus terlebih dahulu 
memahami prinsip akuntansi dan prinsip 
pelaporan keuangan (Pertamina, 2014), dimana 
prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan daerah 
mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) No. 1 tentang Penyajian 
Laporan Keuangan, yaitu: Basis akuntansi, Prinsip 
nilai perolehan, Prinsip realisasi, Prinsip substansi 
mengungguli formalitas, Prinsip Periodisitas, 
Prinsip konsistensi, Prinsip pengungkapan 
lengkap, Prinsip Penyajian Wajar. 
Berdasarkan pemaparan tersebut maka 
pemahaman SAP merupakan suatu usaha untuk 
memahami dan mengerti prinsip-prinsip akuntansi 
dan ketentuan yang berlaku sebagai dasar dalam 
proses penyusunan laporan keuangan 
pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan hasil 
penelitian yang dilakukan  Wiraputra, Sinarwati, 
dan Herawati (2014) serta penelitian yang 
dilakukan oleh Prastyarini (2014) yang 
menyimpulkan bahwa pemahaman standar 
akuntansi pemerintahan  memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan. 
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Gambar 2.1. Skema Kerangka Pemikiran Peneltian 
 
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 
adalah pendidikan, pelatihan, beban kerja, 
pengalaman kerja, dan pemahaman Standar 
Akuntansi Pemerintahan baik secara bersama-
sama (simultan) maupun secara terpisah (parsial) 
berpengaruh terhadap kemampuan penyusunan 
laporan keuangan oleh Pejabat Penatausahaan 
Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara 
 
3. Metode Penelitian 
Desain Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian hipotesis (hyphotesis testing).  Dalam 
penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah 
individual, yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan 
(PPK) pada SKPD di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Aceh Utara. Horizon waktu yang 
digunakan adalah cross-sectional, yaitu penelitian 
yang mendesain pengumpulan datanya dilakukan 
pada satu titik waktu (at one point in time), 
sehingga fenomena yang diteliti adalah selama 
satu periode pengumpulan data (Swarjana, 2012). 
Tingkat intervensi peneliti adalah intervensi 
minimal, karena pengumpulan data dilakukan 
melalui kuesioner yang dibagikan secara 
individual kepada Pejabat Penatausahaan 
Keuangan (PPK) pada SKPD di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Situasi 
penelitian (study setting) yang digunakan adalah 
studi lapangan karena pengambilan data melalui 
penyebaran kuesioner.  
Penelitian ini bersifat penelitian sensus, 
dimana penelitian menggunakan seluruh elemen 
populasi menjadi data penelitian. Populasi 
penelitian sebanyak 63 responden yang terdiri dari 
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada 
SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh 
Utara. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
data primer dengan teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah kuesioner dan dokumentasi.. 
 
Operasional Variabel 
Operasional variabel dalam penelitian ini 
terdiri dari variabel terikat (Y) adalah kemampuan 
penyusunan laporan keuangan oleh Pejabat 
Penatausahaan Keuangan dan variabel bebas 
adalah pendidikan (X1), pelatihan (X2), beban 
kerja (X3), pengalaman kerja (X4), dan 




Metode Analisis dan Rancangan Pengujian 
Hipotesis 
Model analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi linear berganda karena penelitian ini 







Kemampuan Penyusunan Laporan 
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Secara matematis model analisis regresi linear 
berganda diformulasikan sebagai berikut: 
 
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + ε 
 
Keterangan: 
Y = Kemampuan Penyusunan Laporan 
Keuangan oleh Aparatur 
α =  Konstanta 
β1,2,3,4 =  Koefisien regresi 
ε =  Kesalahan 
X1 =  Pendidikan  
X2 =  Pelatihan 
X3 =  Beban Kerja 
X4 =  Pengalaman Kerja 
X5 = Pemahaman Standar Akuntansi 
Pemerintahan 
 
Selanjutnya, setelah kuesioner terkumpul, 
untuk melakukan analisis data perlu dilakukan uji 
validitas dan uji reliabilitas. Kedua pengujian 
tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah alat 
ukur yang digunakan sesuai dengan yang diukur 
dan juga melihat konsistensi data yang 
dikumpulkan. 
 
Rancangan Pengujian Hipotesis 
Rancangan pengujian hipotesis dilakukan 
dengan dua tahap yaitu rancangan pengujian 
hipotesis secara bersama-sama (simultan) dan 
rancangan pengujian hipotesis secara terpisah 
(parsial). Untuk menguji pengaruh variabel bebas 
(X1, X2, X3, X4, dan X5) secara bersama-sama 
terhadap variabel terikat (Y) dilakukan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
 Jika β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = 0, maka H0 tidak 
ditolak. Artinya variabel bebas secara 
simultan tidak berpengaruh terhadap variabel 
terikat. 
 Jika paling sedikit ada satu βi (i = 1, 2, 3, 4, 5) 
≠ 0, maka H0 ditolak. Artinya variabel-
variabel bebas tersebut secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap variabel terikat. 
Untuk menguji pengaruh variabel bebas (X1, 
X2, X3, X4, dan X5) secara parsial terhadap variabel 
terikat (Y) dilakukan dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
 Jika β1 = 0, β2 = 0, β3 = 0, β4 = 0, dan β5 = 0, 
maka H0 tidak ditolak. Artinya masing-masing 
variabel bebas tidak berpengaruh secara 
parsial terhadap variabel terikat. 
 Jika β1 ≠ 0, β2 ≠ 0, β3 ≠ 0, β4 ≠ 0, β5 ≠ 0, maka 
H0 ditolak. Artinya masing-masing variabel 
bebas berpengaruh secara parsial terhadap 
variabel terikat. 
 
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Penelitian ini merupakan penelitian sensus 
atau penelitian yang menggunakan populasi. 
Populasi penelitian sebanyak 63 responden yang 
terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan 
(PPK) pada SKPD di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Aceh Utara. 
 
Uji Validasi 
Hasil Seluruh pernyataan memiliki nilai 
korelasi di atas nilai rtabel (nilai kritis) 5% yaitu 




Seluruh pernyataan memiliki nilai cronbach 
alpha lebih besar dari 0,60, sehingga pernyataan-
pernyataan tersebut reliabel dan dapat 
dipergunakan untuk penelitian. 
 
Pembahasan 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 
persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:  
Y = 1,297 + 0,212X1 + 0,082 2X2 + 0,478X3 + 
0,159X4 + 0,015X5 +  ε 
 
Berdasarkan persamaan tersebut diketahui 
konstanta sebesar 1,297 bermakna bahwa jika 
variabel pendidikan, pelatihan, beban kerja, 
pengalaman kerja dan pemahaman standar 
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besarnya nilai variabel kemampuan penyusunan 
laporan keuangan oleh aparatur adalah sebesar 
1,297. 
 
Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, Beban Kerja, 
Pengalaman Kerja dan Pemahaman Standar 
Akuntansi Pemerintahan secara bersama-sama 
terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan 
Keuangan oleh Pejabat Penatausahaan 
Keuangan. 
Hasil pengujian hipotesis pertam 
menunjukkan nilai koefisien regresi βi (i = 
1,2,3,4,5) ≠ 0. Hal tersebut mendukung hipotesis 
alternatif, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa 
pendidikan, pelatihan, beban kerja, pengalaman 
kerja dan pemahaman standar akuntansi 
pemerintahan secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap kemampuan penyusunan laporan 
keuangan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan 
pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Aceh Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
untuk meningkatkan kemampuan penyusunan 
laporan keuangan oleh aparatur dibutuhkan 
pendidikan, pelatihan, beban kerja, pengalaman 
kerja dan pemahaman standar akuntansi 
pemerintahan secara bersamaan. 
 
Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemampuan 
Penyusunan Laporan Keuangan oleh Pejabat 
Penatausahaan Keuangan 
Hasil penelitian ini menunjukkan variabel 
pendidikan (X1) sebesar 0,212. Dimana β1 ≠ 0 
berarti bahwa pendidikan berpengaruh terhadap 
kemampuan penyusunan laporan keuangan oleh 
Pejabat Penatausahaan Keuangan. Hal ini dapat 
disimpulkan bahwa semakin tinggi pendidikan, 
maka semakin tinggi pengetahuan dan 
intelektualitas seseorang, karena dengan 
pendidikan yang tinggi seseorang akan lebih 
mudah melaksanakan tugasnya dalam 
meningkatkan kemampuan penyusunan laporan 
keuangan. 
 
Pengaruh Pelatihan Terhadap Kemampuan 
Penyusunan Laporan Keuangan oleh Pejabat 
Penatausahaan Keuangan 
Hasil penelitian ini menunjukkan variabel 
pelatihan (X2) sebesar 0,082. Dimana β2 ≠ 0, 
berarti bahwa pelatihan berpengaruh terhadap 
kemampuan penyusunan laporan keuangan oleh 
Pejabat Penatausahaan Keuangan. Hal ini dapat 
disimpulkan bahwa semakin sering aparatur 
pengelola keuangan dalam hal ini pejabat 
penatausahaan keuangan (PPK) mengikuti 
pelatihan, maka akan semakin meningkatkan 
kemampuan penyusunan laporan keuangan oleh 
aparatur pada SKPD di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Aceh Utara. 
 
Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kemampuan 
Penyusunan Laporan Keuangan oleh Pejabat 
Penatausahaan Keuangan 
Hasil penelitian ini menunjukkan variabel 
beban kerja (X3) sebesar 0,478. Dimana β3 ≠ 0, 
berarti bahwa beban kerja berpengaruh terhadap 
kemampuan penyusunan laporan keuangan oleh 
Pejabat Penatausahaan Keuangan. Hal ini dapat 
disimpulkan bahwa semakin aparatur memiliki 
persepsi positif, dan adanya kesesuaian komposisi 
keahlian dengan pekerjaan yang harus 
diselesaikan, maka akan semakin meningkatkan 
kemampuan penyusunan laporan keuangan oleh 
Pejabat Penatausahaan Keuangan. 
Menurut Robbins (2008) beban kerja 
merupakan masalah persepsi, karena dapat 
dipersepsikan secara positif dan negatif. Persepsi 
positif menganggap beban kerja sebagai tantangan 
dalam bekerja untuk meningkatkan kemampuan 
dalam hal ini meningkatkan kemampuan 
penyusunan laporan keuangan oleh Pejabat 
Penatausahaan Keuangan. Sedangkan persepsi 
negatif menganggap beban kerja sebagai tekanan 
sehingga menurunkan dan melemahkan 
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Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap 
Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan 
oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan 
Hasil penelitian ini menunjukkan variabel 
beban kerja (X3) sebesar 0,478. Dimana β3 ≠ 0, 
berarti bahwa pengalaman kerja berpengaruh 
terhadap kemampuan penyusunan laporan 
keuangan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan. 
Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak 
pengalaman kerja aparatur (PPK), maka secara 
relatif akan meningkatkan kemampuan 
penyusunan laporan keuangan oleh Pejabat 
Penatausahaan Keuangan.  Semakin banyak 
pengalaman kerja Pejabat Penatausahaan 
Keuangan (PPK), maka semakin banyak 
pengalaman, pengetahuan dan keterampilan yang 
dimilikinya. 
 
Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi 
Pemerintahan terhadap Kemampuan 
Penyusunan Laporan Keuangan oleh Pejabat 
Penatausahaan Keuangan 
Hasil penelitian menunjukkan variabel 
pemahaman standar akuntansi pemerintahan (X5) 
sebesar 0,015. Dimana β5 ≠ 0,berarti bahwa 
terdapat pengaruh antara pemahaman standar 
akuntansi pemerintahan (SAP) terhadap 
kemampuan penyusunan laporan keuangan oleh 
Pejabat Penatausahaan Keuangan. Artinya, tinggi 
rendahnya kemampuan penyusunan laporan 
keuangan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan 
dipengaruhi oleh kemampuan memahami tentang 
standar akuntansi pemerintahan dan besarnya 
pengaruh pemahaman tentang standar akuntansi 
pemerintahan terhadap kemampuan penyusunan 
laporan keuangan oleh Pejabat Penatausahaan 
Keuangan.  Semakin tinggi pemahaman SAP 




Hasil Pengujian Hipotesis 
Hipotesis Hipotesis yang diajukan β Kesimpulan 
Hipotesis 1 Pendidikan, Pelatihan, Beban Kerja, Pengalaman Kerja 
dan Pemahaman SAP terhadap Kemampuan Penyusunan 
Laporan Keuangan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan 
(βi = 0,212; 0,082; 
0,478; 0,159; 0,015) 
βi (i = 1,2,3,4,5) ≠ 0 
Menerima hipotesis 
alternatif (Ha) 
Hipotesis 2 Pendidikan terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan 
Keuangan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan 
β1 = 0,212 
β1 ≠ 0 
Menerima hipotesis 
alternatif (Ha) 
Hipotesis 3 Pelatihan terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan 
Keuangan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan 
β2 = 0,082 
β2 ≠ 0 
Menerima hipotesis 
alternatif (Ha) 
Hipotesis 4  
Beban Kerja terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan 
Keuangan  
oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan 
 
β3 = 0,478 




Hipotesis 5 Pengalaman Kerja terhadap Kemampuan Penyusunan 
Laporan Keuangan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan  
β4 = 0,159 
β4 ≠ 0 
Menerima hipotesis 
alternatif (Ha) 
Hipotesis 6 Pemahaman SAP terhadap Kemampuan Penyusunan 
Laporan Keuangan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan 
β5 =  0,015 
β5 ≠ 0  
Menerima hipotesis 
alternatif (Ha) 
Sumber: Data Primer, 2016 (diolah) 
 
5. Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan 
Setelah dilakukan pengujian dan analisis data 
dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan sesuai dengan hipotesis yang telah 
dirumuskan sebelumnya. 
Baik secara bersama-sama (simultan) maupun 
secara terpisah (parsial) pendidikan, pelatihan, 
beban kerja, pengalaman kerja dan pemahaman 
standar akuntansi pemerintahan berpengaruh 
terhadap kemampuan penyusunan laporan 
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Berdasarkan beberapa keterbatasan dalam 
penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran 
untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:   
1. Menambah variabel yang memoderasi atau 
mengintervensi untuk menguji kembali 
variabel kemampuan penyusunan laporan 
keuangan oleh Pejabat Penatausahaan 
Keuangan dengan menggunakan perspektif 
moderating atau intervening sehingga jenis 
pengaruh dapat lebih jelas. 
2. Menambahkan variabel-variabel lain yang 
diduga memiliki pengaruh terhadap 
kemampuan penyusunan laporan keuangan 
oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan seperti 
penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, 
tingkat kinerja aparatur, manajemen tim, 
ketersediaan sarana dan prasarana, faktor 
eksternal, dan lain sebagainya. 
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